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ABSTRAK

PERANAN RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINS
DALAM MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Riska Ardilla

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peranan
Retribusi angkutan antar kota antar Provins dalam menggali pendapatan adli
daerah di kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui sumbangan Retribusi
angkutan antar kota antar provins terhadap pendapatan asli daerah, sumbangan
Retribusi angkutan antar kota antar provins terhadap iuran sebulan, upaya-upaya
daam meningkatkan potens daerah dan hambatan-hambatan dalam masaah
Retribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
observasi ,wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peranan Retribusi angkutan antar
kota antar Provinsi dalam menggali pendapatan asli daerah di Kota Bandar
Lampung tidak terlalu besar dibandingkan dengan Pagjak dan Retibus daerah.
Meskipun perananya kecil Retribusi angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP)
mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah. upaya-upaya Pemerintah dalam
meningkatkan potensi daerah yang ada pemerintah sudah melakukan upaya
dengan menaikkan target pada setigp tahun dan masalah Retribusi kurangnya
partipasi petugas Retribusi dan wajib Retribus sangat berpengaruh pada
pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Retribusi, Angkutan,Pendapatan daerah
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|.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pasang surut sgjarah perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan
kemasyarakatan segjak awal kemerdekaan, selain menyumbangkan faktor-faktor
penunjang bagi usaha pembangunan hukum nasiona itu, juga mengandung
faktor-faktor penghambat setidak-tidaknya melambangkan gerak pembangunan
itu. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia berdasarkan
pendekatan ketetapan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau
disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan
otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab dituntut diterapkan
mangjemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sebagai managemen
yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan kepemerintahan daerah secara
cepat, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami keborosan waktu

maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan,
dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisas
menunjukkan bahwa semua kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi
kewgjiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Konsep

desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan



dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sgjarah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, cita desentralisasi tersebut
senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintah negara, perwujudan cita-
cita desentralisasi telah dilakukan langkah-langkah penting dalam perumusan
kebijakan politik sampai pada tingkat perumusan kebijakan di bidang
perundang-undangan. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat yang tidak
lepas dari nilai-nila kultura dalam menghadapi dan memberi perseps
terhadap perkembangan penegak hukum, tuntunan pembangunan dan
modernisasi tuntunan masyarakat akan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab. Nilai-nilai keadilan sosial di semua bidang kehidupan
nasional  (kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan
ekonomi,sosial budaya, dan hankam) merupakan bagian terbesar dari isi proses
pemikiran mengikuti perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan
kemasyarakatan kita selama sekian tahun merdeka. Pertumbuhan kesadaran
hukum yang bernilai positif dan konstruktif merupakan faktor penunjang baik
dalam rangka pembinaan hukum.Kesungguhan kerja dat-alat penegak hukum,
tingkat kewibawaan, kejujuran dan bersihnya aparatur pemerintah yang harus

diperhitungkan dalam pembinaan hukum.

Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pencegahan bahaya, kerugian dan
gangguan bagi kehidupan bersama ini penting sekali dalam kaitannya dengan
pembinaan kota, sebab mengetrapkan ketentuan-ketentuan tersebut tujuan
pembinaan kota, yaitu terciptanya keadaan dan kondisi kehidupan dan

penghidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup



yang sehat, aman, tenteram, indah dan bersusila dapat dicapai. Sebagai dasar
bagi pembinaan kota, terutama pembinaan aspek non fisik termasuk tata
pemerintahan kota adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat disamping sebagal sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk
itu, pembentukan daerah harus memperhatikan beberapa faktor seperti
kemampuan ekonomi,potens daerah,luas wilayah, kependudukan, dan
pertimbangan dari aspek sosia politik, sosiad budaya, pertahanan dan
keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu
dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan

diberikan otonomi daerah.

Mengingat kenyataan, perkembangan kota-kota indonesia tidak sama pesatnya,
ternyata ada beberapa kota mengalami perkembangan dengan pesat, walaupun
perkembangan-perkembangannya kurang teratur dan terarah maka sudah
sewagjarnya apabila kota-kota di Indonesia dalam perkembangannya pada masa
mendatang diatur dan diarahkan kiranya dapat dimengerti perlunya ada
kegiatan-kegiatan pengarahan dan pengaturan dengan melaui antara lain suatu
perencanaan kota. Dalam rangka pembangunan daerah, sehingga

perkembangan dan pembangunan kotanya teratur dan teraarah.

Untuk mencapal tujuan  pemerintahan yang baik (good governance)
desentralisasi pemerintah dan demokratisasi, namun diakui banyak upaya dan
langkah perbaikan dan penguatan yang harus dilakukan. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia (SDM) di lingkungan langkah yang harus dilakukan



untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang ada dan untuk meningkatkan
kesgahteraan masyarakat daerah setempat. Salah satu aspek penting yang
harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah

adalah mang emen keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan Unit organisas lini. Selanjutnya dalam kegiatan-
kegiatan organisasi yang diadakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
organisasi didasarkan atas prinsip-prinsip tertentu yang bersifat dinamis sesuai
dengan pertumbuhan ide-ide dan kepentingan masyarakat. Maka, lingkungan
(environment) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi organisasi.
Perkembangan tuntutan keperluan masyarakat kota dan masyarakat daerah
mempengaruhi organisasi, sehingga perlu diciptakan atau diusahakan pola-pola
organisas tertentu untuk dapat memenuhi tuntutan keperluan masyarakat
tuntutan keperluan masyarakat kota lebih cepat berubah-ubah dibandingkan

dengan masyarakat daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah,
didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan
kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat
perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan adli
daerah yaitu hasil pgjak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.



Dalam hal ini, sumber-sumber pendapatan asli daerah Bandar Lampung adalah
Pajak daerah,pgak hotel dan restoran, paak hiburan,pajak reklame,Pajak
penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak pengambilan dan
pengolahan bahan galian gol c, paak parkir, pgak bumi dan bangunan,
pedesaan dan perkotaan.selain itu retribus daerah, retribusi pelayanan
kesehatan, retribusi pelayanan sampah, retribusi pencetak KTP,retribusi parkir
ditepi jalan umum, retribusi pasar, penggantian biaya cetak peta, retribusi
pengelolaan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan toko, retribusi
terminal, retribusi sedot kakus, retribusi potong hewan, retribusi tempat
pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan
produk daerah, Retribusi izin peruntukan penggunaan lahan, retribusi izin
mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retibusi izin trayek dan retribusi

pengambilan hasil hutan, BUMD dan lain lain.

hal ini membiaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di
Kota Bandar Lampung pintu gerbang pulau sumatra sebutan ini layak untuk
ibu kota Provinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya pulau
sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya
diujung pulau sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat
perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan
lintas timur sumatera. Kendaraan dari daerah lain dipulau sumatra harus
melewati Bandar Lampung bila menuju kepulau jawa. Pada Umumnya,
Kendaraan tersebut transit di termina Ragabasa. Keluar dan masuknya
kendaraan baik bus, angkutan kota maupun minibus keterminal ini, ternyata

mampu mendatangkan pemasukan bagi pendapatan asli Daerah Sendiri



(PADS) Kota Bandar Lampung yang pada tahun anggarannya 2000 mencapai

Rp.11,9 Milyar. (kompas, 2001:165)

Angkutan jalan raya mampu menyumbang Rp.273 milyar dari total kegiatan
ekonomi tahun 2000. Sumbangan lapangan ini paling besar dibanding angkutan
lain misalnya air. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar
Lampung ini menambah padatnya jalan-jalan kota. Sebaga contoh moda
transportasi darat,trayek yang dikeluarkan oleh pihak dinas kabupaten/kota
(transportass dalam kota/angkot), dinas provins (antar kota dalam
provins/AKDP) dan dapartemen perhubungan (antar kota antar
provins/AKAP). Sgalan dengan perkembangan kota, kendaran pribadi
maupun umum semakin menjamur. Namun, adanya permasalahan yang
menyangkut kenaikan tarif retribusi tampak tak diikuti kenaikan dana
pembangunan fisik yang langsung bersentuhan pada warga kota yang terjadi
pada setiap tahunnya. Peranan hukum keuangan pada saat ini tengah diuji
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif,teoretis dan praktis dalam
proses pendewasaan sistem keuangan di Indonesia. Khususnya dalam
meneguhkan pengertian keuangan yang memihak pada konsepsi kemandirian
badan hukum dan kebijakan otonomi daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan
bernegara sebagaimana pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungs
pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan Pemerintah-pemerintah
negara tersebut menimbulkan hak dan kewgjiban dapat dinilai dengan uang
yang perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Selain itu,
mendeskripsikan keuangan publik di Indonesia membutuhkan konsep

arsitektur yang mengandung kepastian hukum dan penghormatan terhadap



doktrin badan hukum, oleh sebab itu mendoktrin arsitektur keuangan publik
mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa, terutama agar negara tidak

melalaikan kewajibannya,warga masyarakat tidak diingkari kedudukannya.

Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Pasal (19)
“Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.” Peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari berbagal kebijakan yang dihasilkan pemerintah kota, tampaknya telah
terjadi kesalahan dalam memahami otonomi.realisasi pemungutan retribusi
terminal dengan diberitakan masih banyak petugas yang tidak memberikan
tiket pembayaran retribusi, bila tiket pembayaran retribusi tidak diberikan
maka uang retribusi tidak tercatat dalam kas daerah dan kesalahan tersebut
disebut pungli. cara membayarkan uang retribusi petugas tidak pernah
memberikan karcis, ada beberapa wajib retribus yang membayarkan uang
tidak sesuai dengan tarif. Masalah pungutan liar lainnya masih banyak pegawai
retribusi yang memungut uang retribusi lebih dari yang sudah ditentukan serta
masih banyaknya Angkutan Umum/ Angkutan Kota dalam Provins (AKDP)
yang melakukan pemberhentian didepan Terminal. untuk membayarkan uang
retribusi. Realisasi PAD untuk sektor parkir tahun ini masih sangat rendah hal
ini disebabkan belum maksimalnya penggalian potensi yang ada di dinas ini,

Pendapatan Adli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dari



retribusi parkir belum mencapai target, salah satu penyebabnya diduga adanya
juru parkir liar yang tidak menyetor pendapatannya Peran serta partisipasi

dalam masyarakat seringkali di abaikan.

Salah satu Berita Online di kota Bandar Lampung Dinas Perhubungan
terindikasi melanggar peraturan daerah dalam Pemungutan Karcis Pada Bus
Angkutan antar Kota Antar Provins (AKAP) diterminal rgjabasa tidak sesuai
dengan tarif yang berlaku. diberitakan kembali terdapat masalah yang terjadi
Pungli (Pungutan Liar) didaerah Perkotaan kota Bandar Lampung, faktanya
tidak hanya diterminal Raabasa melainkan di kota Bandar Lampung banyak
yang melakukan pemungutan secara liar. Sgadan dengan Pemberitaan pada
kurun waktu yang sudah jelas perlu ditindak lanjuti. Pada halnya, masyarakat
tidak paham dengan tata cara pemungutan retribusi dan menganggap pihak
dinas perhubungan yang melakukan pemungutan liar di bus angkutan antar
kota antar provins (AKAP) Daam kenyataannya Kepala UPT Terminal
Rajabasa mengimbau bahwa telah ditetapkan Pasal 41 peraturan daerah Nomor
06 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi karcis. Dalam peraturan
pastinya ada sanksi yang berlaku disetiap daerah-daerah yang sudah di tetapkan
oleh walikota.

(sumber:http://www.pikiranlampung.com/2016/4/di shub-balam-potong-

kompas restribus_4.html di akses padatanggal 18 oktober 2016)

Pada pemikiran-pemikiran tersebut, lebih lanjut perlu dikemukakan kenyataan-
kenyataan yang ada dan timbul di dalam pemerintahan kota. Bahwa sekalipun

secara umum dan khusus keadaan atau kondisi masyarakat kota yang satu



dengan yang lainnya berbeda-beda. Seperti halnya, hasil wawancara di
Terminal Ragjabasa 1 November 2016 petugas data pihak dinas perhubungan
Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) mengatakan “kurangnya mobil bus
yang datang ke terminal Rajabasa setiap hari dan waktunya tidak sama, baik
jumlah penumpang maupun jumlah mobil sekiranya mungkin ada yang masuk
terminal atau jadwal keberangkatannya hanya sekian pada setiap harinya.”

Adapun Tarif Karcis Bus Angkutan Kota Antar Provinsi umum :

Tabel 1.1 Tarif Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Jenis Pelayanan JenisKendaraan/Fasilitas | Tarif

1. Tempat Angkutan Kota Antar
memuat atau Provins (AKAP) Rp.5000/sekali masuk
menurunkan 1. Mobil Penumpang
penumpang 2. Bus Ekonomi Rp.5000,/sekali  masuk
umum dan 3. EksekutiviAC Rp.10.000,/sekali
mobil bus masuk
umum

2. Sarana 1. WCUmum Rp.2000,/sekali masuk
Kebersihan 2. Pemakaian  Kamar | Rp.2.000/sekali masuk
Terminal Mandi

Sumber :Hasil Observas Langsung di termina Rgabasa Kota Bandar
Lampung, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, menggambarkan Angkutan Kota Antar Provins
(AKAP) yang berasal dari pulau jawa menuju daerah pulau sumatra atau
sebaliknya dan keadaan yang ada ditermina rgjabasa merupakan salah satu
fasilitas yang menunjang. Dinilai dari penetapan tarif sampai tata cara yang
masih belum stabil karna pemungutan retribusi termina pada bus angkutan
kota antar provins ini merupakan pendapatan daerah kota bandar lampung
dalam pusat perhatian masyarakat. Maka, diperlukan partisipas masyarakat
dadam mematuhi tata cara pemungutan retribus  terminal  dengan

mempercayakan Anggaran Belanja kota pada kemampuan keuangan kota
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sendiri pada permulaan atau pada tahun-tahun permulaan pembentukannya
kurang dapat menjamin kelancaran jalannya pemerintahan dan peningkatan
laju pembangunan pemerintah pusat sangat diharapkan memberikan subsidi
dan kemampuan keuangan kota dan keuangan daerah yang masih bersangkutan
masih jauh dari pada yang diharapkan. Dengan demikian kota dapat

berkembang pesat yang tentu saja akan berpengaruh pada daerah sekitarnya.

Masalah Pemungutan Retribusi menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan
bagi kota Bandar Lampung, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam
mengel ola pembangunan daerah atau potensi daerah untuk menjamin tercapainya

Anggaran Pendapatan Daerah untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan uraian diatas masalah ini sangat penting mengenai
perkembangan kota Bandar Lampung Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Retribusi Angkutan Antar Kota
Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar

Lampung.

B. Fokus Masalah
Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, maka fokus masalah penelitian

ini ialah Peranan Retribus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Dalam
Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. Fokus

penelitian ini adalah :

1. Sumbangan Retribus Angkutan antar kota antar Provins terhadap

pendapatan asli daerah
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2. Sumbangan Retribus Angkutan antar kota antar Provinsi terhadap iuran
sebulan
3. Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah

4. Hambatan-hambatan dalam masalah Retribus

C. Perumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah peneliti ini adalah *“Bagaimana Peranan
Retribusi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung?” secara khusus diperinci

mengacu pada sub fokus masalah pendlitianini :

1. Bagaimana sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provins
terhadap pendapatan adli daerah di kota Bandar Lampung ?

2. Bagamana sumbangan Retribus Angkutan antar kota antar Provins
terhadap iuran sebulan dalam pemasukan PAD di kota Bandar Lampung?

3. Bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah kota Bandar
Lampung ?

4. Bagamanahambatan-hambatan dalam masalah Retribusi ?

D. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui Peranan Retribusi Angkutan
Antar Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kota Bandar Lampung. Secara khusus untuk mendeskripsikan Sumbangan

Retribusi Terhadap Pendapatan Adli Daerah,Sumbangan Retribusi Terhadap
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iuran sebulan,Upaya-upaya peningkatan potensi daerah dan Hambatan-

hambatan dalam masalah retribusi

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
Berguna untuk mengembangkan konsep ilmu Pendidikan khususnya
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pendidikan politik dan
kenegaraan. Kagjian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina

pengetahuan politik dan kenegaraan khususnya kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

a) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan daerah untuk
masalah retribusi, generasi muda diwilayah tersebut untuk dapat lebih
meningkatkan tingkat pemahaman terhadap aturan sehingga aturan
yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

b) Memberikan informasi kepada masyarakat di kota Bandar Lampung

¢) Menjadi suplemen bahan gjar untuk siswa SMP yang berkaitan dengan
mata pelgaran PKn Materi Otonomi daerah pada kelas IX semester
ganjil

d) Memperluas kajian ilmu pendidikan politik dan kenegaraan. Semua
pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritis

serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
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F. Ruang Lingkup Pendlitian
1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan wilayah kajian
pendidikan politik dan kenegaraan sebagal bentuk pemahaman terhadap

kebijakan publik yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

2. Subjek Penelitian
1. Dinas Perhubungan K ota Bandar Lampung

2..Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

3. Objek Penelitian
Adapun ruang lingkup objek penelitian ini adalah Peranan Retribusi
Angkutan Antar Kota Antar Provins Dalam Menggali Pendapatan Adli

Daerah (PAD) di KotaBandar Lampung.

4. Wilayah Pendlitian

Pemerintah Kota Bandar Lampung di J. Basuki Rahmat No. 34 Sumur
Putri, Teluk Betung Utar ,J. Dr Susilo No. 2 (Gedung pepadun) teluk

betung utara dan Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung.
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5. Waktu Penéelitian
Penelitian ini dilaksanakan segjak dikeluarkan surat izin penelitian
pendahuluan bernomor 6139/UN26/3/PL/2016 oleh Dekan Fakultas
Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lampung, sgak tangga 12
Oktober 2016 kemudian dikeluarkan surat izin penelitian bernomor
2239/UN26/3/PL/2017 tanggal 20 februari 2017 sampai dengan selesainya

penelitian ini padatangga 29 Maret 2017.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskrips Teoritis
Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variable yang
akan di teliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melaui
pendifinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referens

yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Tinjauan Tentang Peranan
1.1 Pengertian Peranan
Menurut Soekanto (2006:212) “Peranan(Role) merupakan aspek
dinamis kedudukan(status) apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewagjibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan
suatu peranan.” Pembedaan antara kedudukan dengan peranan
adalah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan. Peranan juga
mempunyai dua arti setigp orang mempunyai macam-macam
peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini
sekaligus berarti  bahwa peranan menentukan apa yang
diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa
yang diberikan oleh masyarakat kepadannya. Peranan mencakup

tigahal, yaitu:
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a. Peranan Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan
posis atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Marion J. Levy Jr dalam Abdulsyani (2007:95) dalam
pembahasan tentang peranan pada individu-individu dalam
masyarakat sehubungan dengan fungsinya yaitu :

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila
struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang
oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.
Mereka harus telah terlebih dulu terlatih dan mempunyai
pendorong untuk mel aksanakannya.

c. Daam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu
yang tak mampu untuk melaksanakan peranannya sebagaimana
diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin
pel aksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak
dari kepentingan-kepentingan pribadinya.

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan

peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan
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peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat
betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang

tersebut

Menurut Gross, Mason dan Mc Eacem dalam Berry (1995:99)
“peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan
pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-
harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosia
dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu
ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya
kita diwgjibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh

masyarakat didalam pekerjaan, keluarga dan peranan lainnya.”

2. Tinjauan Tentang Otonomi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi
daerah adalah : “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan
bahwa daerah otonom adalah: “Daerah otonom, selanjutnya
disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
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setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan  aspiras
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah adalah memberikan pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur
urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Konsep pelaksanaan
otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi pemerintah
daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Penerapan otonomi daerah merupakan
salah satu instrumen yang dinila efektif dalam pelaksanaan
pemerataan pembangunan di tiagp daerah. Dampak otonomi
terhadap daerah yaitu menjadikan daerah memiliki peranan yang

penting dalam mengatas masalah pemerataan pembangunan dan
pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Sebaga daerah
otonom, daerah mempunya kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip
keterbukaan, partispas masyarakat dan pertanggung jawaban

kepada masyarakat.

Menurut Sujatmo dalam Yuniasari (2015:9 ) menjelaskan bahwa
“pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat
menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh
Negara K esatuan dan mempertinggi tingkat K esejahteraan Rakyat
Indonesia seluruhnya”. Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi

dengan sebak-baiknya, Menurut Kaho dalam Yunia sari
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(2015:9) ada beberapa faktor atau syarat yang mempengaruhi
pel aksanaan otonomi daerah adalah:
1. Faktor manusia pel aksananya harus baik

Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek
dalam setigp aktivitas pemerintahan. Manusidlah yang
merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme
dadam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar
mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan
sebaik-baiknya yakni sesuai dengan tujuan Yyang
diharapkan, maka manusia atau subyek atau
pel aksananya harus pula baik.

2. Faktor keuangan

Faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan
pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan
pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin
besar jumlah besar uang yang tersedia, makin banyak
pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat
dilaksanakan.

3. Faktor peralatan yang cukup dan baik

Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam
hal ini jelas diperlukan bag terciptanya suatu
pemerintahan daerah yang baik seperti alat-alat kantor,
alat-alat komunikasi dan transportasi. Apalagi dalam
sebuah organisasi pemerintahan yang serba kompleks
dan adat-dat yang serba praktis dan efisien sangat
dibutuhkan.

4. Faktor organisasi dan manaemen

Organisas yang dimaksudkan adalah organisas dalam
arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan
organisas beserta segenap peabat, kekuasaan, tugasnya
dan hubungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan
mangemem adalah proses manusia yang menggerakan
tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang
telah ditentukkan benar-benar tercapai. Agar otonomi
daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan
organisas dan mangemen pemerintahan daerah yang
baik. Mangemen pemerintahan daerah yang baik
tergantung pada kepala daerah beserta staffnya dalam
menggerakan peral ata seefisien dan seefektif mungkin.
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3. Tinjauan Tentang Pendapatan Adli Daerah (PAD)
Menurut Halim (2004:96 ) “Pendapatan asli daerah merupakan
semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
a. Hasil Pgjak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
atau pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah. Pgjak daerah digolongkan ke dalam
dua kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah yaitu:
1)Pgak Provinss yang terdiri dari: Pgak Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman.
2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pgjak Hotel; Pajak
Restoran; Pagjak Hiburan; Pagak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan; Pgak Pengambilan Bahan Galian

Golongan C; dan Pgjak Parkir.
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b. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi  daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: Retribusi
Jasa Umum,; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan
Tertentu.
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari
keuntungan/laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi
Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri
dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain Pendapatan Adli Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil
penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
2. Dana perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan adli
daerah yang berasa dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai
tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu :
a Dana Alokasi Umum
Dana Alokass Umum (DAU) adalah dana yang berasd

dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeretaan
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kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah dana yang berasa
dari APBN yang diaokasikan kepada daerah untuk
membantu membiayai kebutuhan tertentu. Selanjutnya
bagi daerah yang sumber daya alamnya terbatas namun
memiliki  jumlah penduduk yang besar maka
memperoleh DAK yang cukup besar demikian pula
sebaliknya. Pada dasarnya keuangan daerah mempunyai
hak dan kewgjiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang
bersumber dari penerimaan daerah seperti pgjak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah dan lain-
lain. Hak-hak tersebut tujuannya untuk meningkatkan
keuangan daerah. Kewagjiban dari keuangan daerah yaitu
untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam
rangka  penyelenggaraan  fungs pemerintahan,
infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan

ekonomi.

4. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah
Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001:283) Objek Retribusi
adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah.Tidak semua jasa yang diberikan oleh
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pemerintah daerah dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis
jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosia ekonomi layak
dijadikan sebaga objek retribusi.Jasa tertentu tersebut
dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa
usaha dan perizinan tertentu.Prinsip dan sasaran dalam penetapan
tarif ditentukan sebagal berikut :

a. Untuk Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Penerapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya
disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku mengenai jenisjenis retribusiyang berhubungan
dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap
memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

b. Untuk retribus jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribus jasa
usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai
keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat
dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan
diselenggarakan oleh swasta.

c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan

tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi
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dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang
diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.
Untuk pemberian izin  bangunan misanya dapat
diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi,

biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2003:100) “Retribusi daerah yang
selanjutnya disebut retribus adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus
disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah  untuk
kepentingan pribadi atau badan.

1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.Jasa umum adal ah jasa yang disediakan
atau diberikan pada pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau umum.

2. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersia

3. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
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barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Menurut Djayasinga (2005:47) retribusi di bagi atas 3 (tiga)

golongan yaitu :

a) Retribusi jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan

b)

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan, contoh :

1

2.

8.

0.

Retribusi pelayanan kesehatan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP dan akte Catatan
Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman

Retribusi Parkir di tepi jalan umum

Retribusi Pasar

Retribusi air bersih

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor

Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran

10. Retribusi Penggantian biaya cetak peta

11. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi jasa usaha yaitu jasa yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
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karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

1. Retribus Pemakaian Kekayaan daerah

2. Retribusi Pasar grosir atau pertokoan

3. Retribusi Termina

4. Retribusi tempat khusus parkir

5. Retribusi tempat penitipan anak

6. Retribusi Penyedotan kakus

7. Reribusi rumah potong hewan (RPH)

8. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

10. Retribusi tempat Pendaratan kapal

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

12. Retribusi penyebrangan di atas air

Retribusi Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badab yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana saran
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kel estarian lingkungan.

1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

2. Retribusi izin mendirikan bangunan

3. Retribusi izin tempat penjuaan minuman beralkohol
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4. Retribusi izin gangguan
5. Retibusi izin trayek

6. Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Berikut ini menurut Zuraida (2012 :103) sesuai pasal 131 ayat (1)
UU PDRD (Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah) yaitu :

Tabel 1.2 Retribus Terminal

Unsur Keterangan

Objek Retribus Pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan
bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan faglitas lainnya dilingkungan
terminal yang disediakan dimiliki,
dan atau di kelola oleh pemerintah
daerah

Pengecualian Objek Terminal yang disediakan, dimiliki
atau dikelola oleh pemrintah,
BUMN,BUMD, dan Pihak Swasta

Subjek Retribusi Orang pribadi atau badan yang
menggunakan/ menikmati fasilitas
pelayanan terminal.

Wajib Retribus Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan daerah
perundang-undangan retribusi
diwgibkan  untuk  melakukan
pembayaran retribusi terminal.

Menurut Penulis hasil retribusi merupakan sumber pembiayaan
bagi masyarakat, maka peranan masyarakat sangat penting,
karena mereka merupakan pemilik kedaulatan yang memberikan
mandat kepada daerah serta masyarakat merupakan pelanggan
(customer) yang sekaligus menjadi stakeholder dari pemerintah
daerah. Selain itu, Sebagai persyaratan penting dalam

pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana dilakukan upaya
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untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, baik
melalui dana perimbangan maupun pendapatan asli derah, disertai
dengan memberikan kesempatan untuk menggali potens

penerimaan dan pengembangan kegiatan ekonomi daerah.

5. Tinjauan Tentang Terminal
Menurut wikipedia dalam bahasa indonesia“Terminal bus adalah
sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan
menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.”

Menurut Adisasmita (2011:119 ) “Terminal merupakan titik simpul
yang melayani berbagai sarana (moda) angkutan dan berfungsi sebagai
titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan lainnya sebagai
tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang, dan
merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk
melakukan perjalanan. Di samping itu, terminal merupakan prasarana
angkutan jalan dan sebagal sumber pembangkit dan penarik angkutan

(bangkitan lalu lintas).”

Terminal dijelaskan dalam UU RI No. 14 Tahun 1992 pasal 9 dan 10,
bahwa terminal merupakan sebaga penunjang untuk kelancaran
mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksanannya
keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-

tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
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Terminal juga dalam peraturan menteri perhubungan Rl No. PM 132
Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan
jalan, Pasal (1) “Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda

angkutan.”

Menurut Morlok EK (1991 :369) “terminal adalah titik dimana
penumpang dan barang masuk dan keluar didaam sistem dan
merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Gambaran
suatu sistem proses termina penumpang dan barang umum

diilustrasikan sebagaimana:
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Berdasarkan hal tersebut di atas, Lokasi pemungutan retribusi secara langsung
dijelaskan bahwa terminal sebagai tempat yang mana sekelompok bus atau
angkutan kota mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya.pada daerah

terminal akan terjadi interaks antara penumpang dan lintas rute.

6.Tinjauan Tentang Peraturan Daerah
6.1 Kedudukan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-
undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai
kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional
yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.2 Fungs Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungs yaitu :

a) Sebagal instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah.

b) Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undang yang
lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan
hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan
daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang

yang lebih tinggi.
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c) Sebaga penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur
aspiras masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap
dalam koridor Negara K esatuan Republik Indonesia yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

d) Sebaga alat pembangunan dalam meningkatkan kesegjahteraan daerah.

6.3 Hierarki Peraturan Daerah
Menurut (Sasmita,2009:7-8) Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem
Peraturan Perundang-undang di Indonesia, pada saat ini secarategas diatur
dalam pasa 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasa 7 ayat (1)
menyebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”
adalah sebagai berikut :
a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota.
Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam
hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui

sebagal salah satu jenis Peraturan Perundang-undang sebagaimana
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dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, peraturan

menteri berada diatas peraturan daerah .

6.4 Materi Muatan Peraturan Daerah
Menurut (Sasmita, 2009:8-10) Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai
materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam pasal 12

yang berbunyi sebagai berikut :

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang tinggi.
Di era otonomi daerah atau desentralisas, DPRD dan Pemerintahan
Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Dalam praktik, tidak jarang terjadi kewenangan
tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan
Perundangan-undangan yang lebih tinggi(vertikal) atau dengan peraturan
peraturan perundangan-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu,
DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus
selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan

Perundang-undangan. Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah

dan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan
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Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga diatur dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan

Pelaksananya. Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan

asas materi muatan yang meliputi :

a) .Pengayoman :
“bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat.”

b) Kemanusiaan
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asas manusia
serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional”.

c) Kebangsaan :
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plurdistic
(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”

d) Kekeluargaan :
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan”

e) Kenusantaraan :
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“bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasiona yang berdasarkan
Pancasila.”
f) Bhinneka Tunggal Ika:
“bahwa setigp materi Peraturan Perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan,
kondis khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut
masal ah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.”
g) Keadilan:
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undang harus
mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara
tanpa kecuali.”
h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :
“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi
hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain
:agama, suku,ras, golongan,gender, atau status sosial.”
1) Ketertiban dan Kepastian Hukum :
“bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum.”

j) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan :
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“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan

Negara.”

6.5 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011
Peraturan daerah provins maupun peraturan daerah kabupaten/kota sebagal
dasar pemungutan Pgjak Daerah maupun Retibusi Daerah mencakup hal-hal
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, mengatur secara detail ketentuan yang dimuat. Peraturan Daerah
Seharusnya memudahkan masyarakat wajib paak dalam melaksanakan
kewajibannnya kepada negara dan pengawasan daerah terhadap pemenuhan
kewagjiban itu di kota bandar lampung Peraturan daerah Nomor 06 Tahun
2011 tentang jasa usaha menimbang :
(@ bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiaya pelaksanaan pemerintahan
(b) g;?vsg kebijakan Retribus Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah
Menurut Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulal dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya

retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi.
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B.Kajian Penelitian Yang Relevan
1.Tingkat Lokal
Penelitian dilakukan oleh Rischa Mollytha, Fakultas IImu Sosia dan IImu
Politik Universitas Lampung dengan judul penelitian “Analisis
Pemungutan Retribusi  Terminal.”Penelitian ini  bertujuan  untuk
menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan pisau
analisis kriteria evaluas yaitu efektivitas, efesiens ketepatan, perataan,

serta untuk mengidentifikasi kendala.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan
kualitatif pada subjek penelitian adalah di dinas perhubungan kota bandar

lampung.

Perbedaan peneliti  dengan penulis adalah Penulis menganalisis
pelaksanaan yang ada dipemungutan retribusi terminal sedangkan dengan
peneliti ialah secara khusus untuk mengetahui Peranan Retribusi Angkutan
Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kota Bandar Lampung.

2. Tingkat Nasional
Penelitian dilakukan oleh Nur Indah Kurnia Sari, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya dengan judul penelitian “Peranan
Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asdli Daerah

Kabupaten Gresik.”

Metode pendlitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan

deskriptip kualitatif pada subjek penelitian adalah di dinas pariwisata
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pemuda dan olahraga. Perbedaan pada penelitian dan penulis adalah

permasal ahan dalam tujuannya, pada wilayah yang dikaji pun beda.

C. Kerangka Pikir Penelitian
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-
undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pasal (19) “Dengan nama Retribus Termina dipungut Retribus
sebagal pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.”
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang paak daerah dan

retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sesuai peraturan yang
berlaku. Retribusi merupakan sumber pembiayaan daerah maka untuk
mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan Retribusi Angkutan
antar kota antar Provinsg (AKAP) terhadap pendapatan asli daerah,
sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP) terhadap
iuran sebulan, upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi

daerah dan hambatan-hambatan masalah Retribusi.
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Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui gambaran Peranan
Retribusi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Dalam Menggali PAD di

Kota Bandar Lampung disgjikan dalam bagan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun
2011 Kota Bandar Lampung

4
PENDAPATAN
ASL| DAERAH

A 4 \ 4 A 4

PAJAK RETRIBUSI BUMD

A 4

Peranan Retribusi Angkutan

Antar Kota Antar Provins

Dalam Menggali Pendapatan
Adli Daerah (PAD)

\ 4

1. Sumbangan Retribusi AKAP terhadap
Pendapatan adli daerah

2. Sumbangan Retribusi AKAP terhadap iuran
sebulan

3. Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi
daerah

4. Hambatan-hambatan dalam masalah
Retribusi

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



[I.METODE PENELITIAN

A Jenis Pendlitian

Metode Penelitian merupakan peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah.
Daam penelitian ilmiah dibutuhkan suatu metode yang sesua dengan masalah
yang akan diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif akan memberikan gambaran tentang masaah
melalui analisis dengan pendekatan ilmiah, metode ini  dibutuhkan untuk
menentukan data penelitian, menguji kebenaran,menemukan dan mengembang-

kan suatu pengetahuan serta mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut
Moleong (2008:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami Fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misanya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.” Menurut Sugiyono (2015:1)
“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai |awannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”
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Berdasarkan Fokus masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam
rencana penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
kriteria data dalam penelitian kualitatif terdapat data yang pasti atau data yang
sebenarnya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Retribusi
Angkutan Kota Antar Provinsi dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kota Bandar Lampung.

. Lokas Penelitian

Pemerintah Kota Bandar Lampung Dinas Perhubungan di Jl. Basuki Rahmat No.
34 Sumur Putri, Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Dinas Pendapatan daerah
di J. Dr Susilo No. 2 (Gedung pepadun) teluk betung utara dan Terminal

Rajabasa Kota Bandar Lampung.

. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan.

Angkutan Antar Kota Antar Provinss (AKAP) yang berasal dari pulau jawa
menuju daerah pulau sumatra atau sebaliknya yang berhenti untuk Penumpang

diterminal Ragjabasa Kota Bandar Lampung.

Pendapatan adli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah dan undang-undang sesual peraturan yang berlaku.
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2. Definisi Operasional
Dalam penelitianini definisi operasional adalah Peranan Retribusi Angkutan
Kota Antar Provinsi dalam Menggali Pendapatan Adli Daerah (PAD) di Kota

Bandar Lampung yaitu :

1. Sumbangan Retribusi AKAP terhadap pendapatan asli daerah
2. Sumbangan Retribusi AKAP terhadap iuran sebulan
3. Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah

4, Hambatan-hambatan dalam masalah retribusi

D. Informan dan Unit Analisis
Dalam penelitian kualitatif istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang
yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan ialah dinas perhubungan
sebagal informan kunci, peneliti menggunakan teknik snowball sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awa jumlahnya sedikit itu
tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang
lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data'Karakteristik sampel dari

penelitian ini yaitu :

1) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
a) KepaaUnit Pelaksana Teknis (UPT) Termina :1
Kepala Upt terminal mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas
dadam melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan terminal.

b) Petugas Data/Pemungutan Retribusi :5
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Melakukan rekapitulas atas penerimaan retribus melalui dokumen
yang dipersamakan dan membuat laporan hasil retribusi.

¢) Bidang program dan informasi :1
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pel aksanaan tugas atau kegiatan
subbagian program sesuai ketentuan yang berlaku dan merumuskan

rencana kegiatan tahunan berdasarkan kebijaksanaan.

Dinas Perhubungan Kota adalah unsur pelaksana teknis bidang
perhubungan berada di bawah tanggung jawab kepada Walikota. Dinas
perhubungan kota bandar lampung memiliki tugas pokok urusan
pemerintah di bidang perhubungan darat atau laut. Secara langsung
dinas perhubungan di berikan tugas untuk mengelola Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
khususnya hasil pemungutan retribusi digunakan untuk pembangunan
daerah dalam bidang transportasi dan bagi kebutuhan masyarakat dalam
fasilitas terminal umum yang disediakan di kota Bandar Lampung.

d) Sopir bus angkutan kota antar provins : 1

2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung
a) Bidang Pelaporan di Dinas Pendapatan Daerah.:2
Dinas pendapatan daerah atau dikena dispenda adalah organisas
yang berada dibawah pemerintahan provins yang memiliki tanggung
jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkordinasian
paak,retribusi,bagi hasil paak, dana perimbangan dan lain

sebagainya. Dispenda menerima laporan dan memiliki tugas dalam



44

pencapaian target dan realisas dalam pemungutan pendapatan asli
daerah yang akan datang pada dana daerah secara keseluruhan dikota
bandar lampung.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Pendapatan daerah dan dinas
perhubungan bekerja sama dalam pembangunan daerah, namun
sepenuhnya tanggung jawab dinas perhubungan dari hasil khusus
retribusi angkutan kota antar provinsi atau pendapatan lainnya dalam
bidang perhubungan lebih diberikan dalam pengelolaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Pendapatan asli

daerah (PAD).

Setelah itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit
analisis, yang merupakan satuan anaisis yang digunakan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah
dinas perhubungan dan dinas pendapatan daerah Dalam unit tersebut
menjadi sumber data utama yang dapat memberikan informasi.
Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah dinas
perhubungan karena secara langsung yang mengel ola Pendapatan Adli
Daerah (PAD) untuk kebutuhan masyarakat dalam hasil retribusi
terminal sebaga sumber informan kunci yang paling utama. Teknik
pengolahan data dipergunakan dengan cara menggali informasi dari
dokumen yang telah dicatat dan analisis dilapangan langsung sesuai

dengan masalah yang akan diteliti tersebuit.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik yang digunakan dalam penelitianini yaitu :

1. Observas
Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat situasi sosia tertentu
sebagai obyek penelitian dengan Peranan Retribusi Angkutan Kota Antar
Provins dalam pengamatannya di dinas perhubungan secara khusus dan
pendukung pelaporan dari dinas pendapatan daerah Kota Bandar

Lampung.

2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara
mengajukan segjumlah pertanyaan secara lisan ( in depth enterview)
dengan yang bekerja di dinas pendapatan daerah dan dinas perhubungan
kota bandar lampung. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan
kebijakan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang retribusi. Dari
Peranan Retribus Angkutan Kota Dalam Menggali Pendapatan Adli
Dagrah (PAD) di Kota Bandar Lampung, Maka diperlukan. Jenis
wawancara adalah wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview)
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana
pihak yang digak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya
Penelitian ini perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang

dikemukan oleh informan.
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3. Dokumentasi
Dokumentas yang dilakukan dengan catatan peristiwa yang sudah
berlau, dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sgarah
kehidupan (life histories), caritera, biografi, peraturan dan kebijakan.
Dalam hal ini sehubungan dengan Peranan Retribusi Angkutan Kota
Antar Provinss Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

Bandar Lampung.

F. Teknik Pengolahan Data
Penelitian ini diperlukan teknik pengolahan data yaitu :

1. Editing
Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis
menghimpun data dilapangan. Tahap editing adalah tahap
memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka
menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke
tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan coding
Tabulas adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang
serupa dan teratur sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara
mengelompokkan data-data serupa. Data-data yang telah diperoleh
dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel.

3. Intepretasi Data
Intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya
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yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang

lain, serta hasil dari dokumentasi yang ada.

G. Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian
ini memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk fokus

penelitian.

Proses penelitian ini daam Anaisis data dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data.
Langkah-langkah teknis analisis data menurut Miles dan Huberman
(sugiyono,2015:91) dilakukan melalui proses data reduction, data

display, dan Conslusion drawing(verification).

1. Data Reduction (Reduks Data)
Data yang dipeoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti
merangkum , memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti  untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya.
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2. Data Display (Penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sgjenisnya.
3. Conclusion Drawing (verification)
Langkah ke tiga dalam anadlisis data kualitatif menurut miles and
huberman adalah penarikan kessimpulan dan verifikasi. Kessimpulan
dalam pendlitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu
obyek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi
jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif atau teori. Teknik

analisis data dapat digambarkan antaralain :

Data Collection

Data
Reduction

Conclusions
drawing/veri

fying

Gambar 3.1 Menurut Milesdan Huberman Komponen dalam

Analisisdata
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H. Uji Kredibilitas
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil pada penelitian ini
bertujuan untuk menguji keabsahan data agar penelitian kualitatif yang diadakan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif terdapat

uji kredibilitas, ialah :

1. Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
mel akukan pengamatan, wawancaralagi dengan sumber data yang pernah
ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini
dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman,keluasan dan kepastian

data.

2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku
maupun hasil penelitian dokumentasi- dokumentasi yang terkait dengan
temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan pendlitian akan
semakin luas dan tgjam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang

ditemukan itu benar dipercaya atau tidak.

3. Triangulas
Triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu triangulasi
sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan

gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan ditdliti.
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Sehingga untuk mengetahui keuntetikan data dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :

OBSERVASI WAWANCARA

DOKUMENTAS
I

Gambar 3.2 Triangulasi Menurut Denzin

Berikut ini akan disgjikan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti

idah :

. Tahapan Pendlitian
Tahapan pendlitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan
atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapal
sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini

antaralain sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul
Langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang
terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing
akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen akademik.
Selanjutnya penulis mengajukan judul kepada K etua Program Studi
PPKn dan disetujui pada tanggal 28 September 2016 sekaligus
ditentukannya dosen pembimbing utama dan pembimbing

pembantu.
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2. Penelitian Pendahuluan
Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan
FKIP Universitas Lampung No0.6139/UN26/3/PL/2016. Pendliti
melakukan penelitian pendahuluan kepada Petugas retribusi di
teriminal Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pendliti
melakukan wawancara dengan petugas data retribus untuk
mengetahui penetapan tarif retribus oleh pemerintah di kota
Bandar Lampung. Data yang didapatkan dari penelitian
pendahuluan menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan
diteliti dalam rangka menyusun proposa penelitian. Penelitian ini
ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen
pembimbing. Pada tanggal 20 Desember 2016 disetujui oleh Ketua
Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk
mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk
kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pengajuan Rencana Judul

Rencana penelitian digukan untuk mendapatkan persetujuan
setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses
konsultass dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi  dari
pembimbing | dan Il maka seminar proposal dilaksanakan pada
tanggal 12 januari 2017. Langkah selanjutnya dilakukan adalah
perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi pembimbing,
komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn dan kordinator

seminar.
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4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan Kkisi dan instrumen penelitian dilakukan untuk
mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari
informan yang sudah ditentukan oleh peneliti, selain itu dijadikan
sebagal pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-
informasi  yang dibutunkan. Berikut langkah-langkah yang
dilakukan peneliti dalam penyusunan Kisi-kiss dan instrumen
penelitian sebagai berikut :

a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian
ialah sumbangan retribusi terhadap PAD, sumbangan retribusi
terhadap iuran sebulan, upaya-upaya peningkatan potensi daerah
dan hambatan-hambatan dalam masalah retribusi.

b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian
dalam upaya-upaya peningkatan potensi daerah dan hambatan-
hambatan dalam masalah retribusi.

c. Setelah kisi-kis dan instrument wawancara, observas,
dokumentasi disetujui oleh pembimbing | dan I, selanjutnya
peneliti melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari
Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor 2239/UN26/3/PL/2017
yang kemudian digukan kepada kepaa dinas perhubungan dan
kepala dinas pendapatan daerah di kota Bandar Lampung agar

diberikan persetujuan melakukan penelitian di dinas perhubungan
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kepada kepala upt terminal, petugas data retribusi, bidang
perencanaan dan informasi. Dan di dinas pendapatan kepada
bidang pelaporan. Data yang diperoleh dengan teknik observasi
dan wawancara dengan informan, kemudian di dokumentasikan.
Berikut jadwal wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tabd 1.3 Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Pendlitian

No | Tanggal Teknik Pengumpulan Informan
Penelitian | Data

1 15/03/201 | Observasi,dokumentasi,wa | Bidang
wancara Pelaporan
7 dispenda

2 16/03/201 | Observasi,dokumentasi,wa | Petugas data
retribusi :1
7 wancara

3 | 22/03/201 | Observasi, wawancara, Kepala Upt

dokumentasi Terminal
7
4 | 23/3/2017 | Observasi, wawancara, Bidang
dokumentas Program dan
informasi
5 | 24/3/2017 | Observas, wawancara, Petugas data
dokumentasi retribus :4
6 | 24/3/2017 | Observasi, wawancara, Petugas data
dokumentasi retribusi :3
7 | 26/3/2017 | Observasi, wawancara Sopir bus

Sumber : Analisis Jadwal pelaksanaan penelitian,instrumen

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa penelitian yang tidak
dapat didokumentasi. Data tersebut terdapat dalam bentuk
file/lberkas, rekaman suara, catatan pribadi dan foto. Berikut akan

disgjikan gambar rencana penelitian :



Undang-Undang No. 28 Tahun
2009

A 4

Peraturan Daerah Nomor 06
Tahun 2011

(Retribus Jasa Usaha)

!

Peranan Retribusi Angkutan
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peranan retribusi angkutan antar kota antar provins berdasarkan fokus

masalah padahasil pendlitianini :

1)

2)

Sumbangan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah

realisas dari retribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2015-2016
tidak meningkat .dari jenis-jenis Retribusi pgak parkir,pelayanan
persampahan, retribusi parkir ditepi jalan, retribus pengujian
kendaraan bermotor, retribusi kekayaan daerah, retribusi terminal,
dan retribusi izin trayek. Hasil dalam penelitian ini pemakaian sewa
kekayaan daerah yang paling besar.

Sumbangan Retribusi terhadap iuran sebulan

Dari besaran tarif dan jumlah kendaraan yang masuk ke terminal
Ragabasa yaitu AKAP AC dan AKAP Ekonomi yang cukup besar
secara khusus di terminal Rajabasa, tetapi dibandingkan dengan jenis
retribus di kota bandar Lampung secara menyeluruh sumbangan
Angkutan Antar Kota Antar Provinss memiliki peranan yang tidak
terlalu besar dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah lainnya

di Kota Bandar Lampung.
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Hasil penelitian di atas dari peranan Retribusi angkutan antar kota antar
Provinsi dalam menggali pendapatan asli daerah memiliki peranan tidak
terlalu besar bagi pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung
dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Meskipun
peranannya kecil retribus angkutan antar kota antar provins mampu
menyumbangkan pendapatan asli daerah untuk di wilayah kota Bandar
Lampung. Dengan pemasukan yang meningkat — tersebut sangat
berpengaruh pada pendapatan daerah. Jikarealisasi mengalami penurunan
dan tidak sesuai target yang diharapkan maka target yang dicapaipun

tidak ter realisasikan.

3) Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah
Untuk mewujudkan hal tersebut ditemukan pemerintah memiliki

upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah yang ada yaitu :

1. Pengawasan Pemimpin kepada anggota organisasi telah
dilakukan dalam kinerja pemerintah

2. Pengendalian dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi

3. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat

4.Membuat kesepakatan bersama pada organisasi pemerintah

dalam meningkatkan penerimaan retribusi
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4) Hambatan-hambatan dalam masalah Retribusi

Selain itu, pendliti juga menemukan hambatan-hambatan dalam

masalah pemungutan retribusi yaitu :

1. Adanya Petugas Retribusi yang tidak memberikan karcis

2. Adanya bus yang tidak masuk ke terminal dan melakukan
pemberhentian di luar terminal.

3. Wagjib retribus tidak mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan
pemerintah daerah sehingga jalanan kota dimanfaatkan untuk

pemberhentian.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan sebaiknya memberikan sosidisasi kepada wajib
retribus dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
daerah.

2. Memberikan sanksi dengan pemberitahuan kepada wajib retribusi yang
melakukan pemberhentian dipinggir jalan dapat mengganggu aktivitas
kendaraan yang lain.

3. Partisipasi lebih di tingkatkan oleh pemerintah dan wajib Retribusi

4. Untuk masyarakat wajib retribusi harus lebih mengetahui tata tertib
untuk  kenyamanan,kesdlamatan dan  keamanannya  dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh

pemerintah kota Bandar Lampung .
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